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RINGKASAN 

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 

telah diatur dalam Pasal 10 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap 

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat 

(final and binding. Disamping itu dikatakan bahwa secara teoritis, final bermakna putusan 

Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang 

yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap 

putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku 

bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam amar putusannya 

Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan, salah satunya adalah penetapan 

tersangka, selain itu adapula penggeledahan dan penyitaan. Salah satu pertimbangan hakim 

dalam putusan ini bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas due 

process model sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses 

peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi 

lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan 

memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. 

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memperluas objek praperadilan 

didasarkan kepada gagasan Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan prinsip due 

process law. Prinsip ini merupakan perwujudan dari penghargaan hak asasi manusia 

dengan memberikan posisi yang sama dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi 

tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. 

Sesuai dengan prinsip due process law, hukum acara pidana merupakan salah satu 

implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional 

dakam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diadakannya 

perluasan terhadap objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka 

mendapatkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Dari pihak kepolisian, perluasan 

objek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka 

dinilai penting jika batu ujinya merupakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Jika urgensi 

perluasan objek praperadilan mengenai penetapan tersangka hanya didasarkan kepada 

terjadinya pelanggaran HAM akibat kesewenang-wenangan oleh penyidik, maka hal 

tersebut merupakan suatu dasar argumen yang subjektif. Tindakan penyidik dapat diukur 

tingkat professionalitasnya dan dapat dikatakan tidak sewenangwenang jika setiap 

tindakannya telah sesuai dengan aturan. Masuknya penetapan tersangka sebagai objek 

praperadilan semenjak munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- 

XII/2014 memberi ruang bagi tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan 



dengan harapan akan menggugurkan adanya status tersangka yang disandingkan 

kepadanya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penetapan tersangka sebagai 

objek baru praperdilan tak heran membawa konsekuensi hukum yang signifikan. 

Fenomena penetapan tersangka ini dijadikan momentum bagi para tersangka untuk secara 

masif mengujikan penetapan tersangkanya melalui mekanisme praperadilan. 

Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses 

penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik 

memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang 

tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Beranjak dari pengertian 

penyidikan yang terdapat dalam pasal di atas, dapat dipahami bila penetapan tersangka baru 

dapat dilakukan, bila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti 

yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tidak pidana yang sedang disidik 

tersebut. Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali bahwa harus ada bukti 

sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tadi. Ketiadaan aturan secara tegas 

tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan 

persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh penyidik selama 

proses penyidikan. Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP 

tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman 

yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 

34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, dalam 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang 

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib 

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya 

dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam 

karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak 

awal munculnya filsafat Yunani. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang 

paling penting di antara kajian-kajian lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya 

dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci : Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Tersangka. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat memberikan jaminan terhadap pelapor, agar perkaranya 

dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan menganalisa langkah hukum yang dapat 

dilakukan pelapor apabila tersangka dinyatakan lepas karena penetapan tersangkanya tidak 

sah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu metode 

yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Adapun hasil dari penelitian ini, menganai pembatalan penetapan tersangka ini 

merupakan kajian yang sama mengenai ruang lingkup Pasal 77 KUHAP. Yang berarti 

rumusan mengenai hal ini akan berimbas kepada argumentasi hukum yang 

mengetengahkan apakah kemudian ketentuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 

KUHAP ini dapat diupayakan sebuah perluasan obkek praperadilan dalam memeriksa sah 

atau tidaknya penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatanya 

membawa dampak signifikan dengan masifnya permohonan praperadilan yang diikuti 

putusan pembatalan status tersangka. Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang bisa 

menjamin pelapor dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor apabila tersangka 

lepas karena penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah. 
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ABSTRAC 

Keywords : Pretrial, Decision of the Constitutional Court, Suspect. 

This research aims to analyze whether Constitutional Court Decision Number 

21/PUU-XII/2014 can provide guarantees to the complainant so that their case can 

proceed to the next stage, and to analyze the legal steps that the complainant can take if 

the suspect is released due to an invalid determination of their status. The research 

method used is normative legal research, which involves collecting and analyzing legal 

materials related to the issue under study. 

The findings of this research indicate that the annulment of suspect determination 

is a study related to the scope of Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). 

This implies that formulations regarding this matter will impact legal arguments 

concerning whether the pretrial provisions regulated in Article 77 of the KUHAP can be 

expanded to examine the validity of suspect determinations following a Constitutional 

Court decision, which has evidently led to a significant increase in pretrial requests 

resulting in the annulment of suspect status. Currently, there are no regulations ensuring 

the complainant and the legal steps they can take if the suspect is released due to an 

invalid determination of their status. 
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